PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.01.07/Kep. 23 -DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH e
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, pada tanggal 29 November 2023 telah dilaksanakan
rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dengan teclah disetujuinya rancangan peraturan daerah
dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu
dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara DPRD

Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);




10.

11,

12.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 perubahan atas
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor?2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);




13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia 5351);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

,. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 51695);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 6523);Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);




20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59
TLNRI Nomor 6197);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang  Pengutamaan Penggunaan  Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021
Nomor 910);

24 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ;

26 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

77 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007,
tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembar Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN :

28 .Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

29 Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024.

: Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas

adalah sebagaimana tercantum dalam Lamplran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

* AHMAD SANUSI 1

1. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Barat;

2. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
3 Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.




LAMPIRANI : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.01.07/Kep. 23 -DPRD/2023
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG APBD TAHUN

ANGGARAN 2024.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

v DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);




Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




10.

1 1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);




15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

— et ARt

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4972), sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);




22.

23.

24,

£45Y

20.

Ll

28,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6179);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6200);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);




PR

29.

30.

3 3

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun '2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa} Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuanggm Daerah  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

35 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi

Daerah (Lembaran Daerah
K
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7): P




36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2022 Nomor 0);

37. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

D

| —

Dan

BUPATIPURWAKARTA

| —

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ERAH TAHUN ANGGARAN

2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

4. Pemerintahan Daerah  adalah penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  selanjutnya
dfsmgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum
daerah.

8. Pengeluaran Daerah adalah uang vyvang keluar dari kas umum
daerah.

9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya sebagai penambah nilai kekayaan

— bersih.
@

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

15. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

16. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,

. perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

18. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
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SITRTI N ANY ALLEL) NTIRYRTY ATTEEATRT 40044 SIS FTRETEY
NP, 006,700 8182 B1 .00 (Dua Trililun Enam Ratus Enam Milyai
Fajuh Ratus Bnam Juta D lapan Hatus Delapan Palube Dua Kb
Delapan Ratus Delapan Pulub Hatu Fuplah) yang bersuimber dap

A Pendapatan asli daerah

.

b Pendapatan transfer; ain/atan

CoLainclain pendapatan daerah vang sal

Pagal J

) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 2

hurul a sebesar Rp761.958.001,.65836,00 (Tujuh Ratus IKnam
Puluih Hatu Milyar Sembilan Ratus Lima Pulub Delapan Juta
Knam Ratus Hatu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam ruplah)
vang terdivi atas |

a. Majale daerah;

Ly, Ketribuvisl daeraly
¢, Hasill pengelolaan kelkkayaan daerah yang di pisahkan; dan/atau

d, Lain-lain pendapatan asli daerah yvang sah.

() Pajale daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
sebhogar Rpbod HH5 237,213,000 (Lima Ratus Empat Milyar Delapan
Katus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Paluh Tajuh
Kibhu Dua Ratus Tiga Helas rapiah),

(1) Retribusi daerah sebagalmana dimaksad pada ayat (1) hurul b
sebhesar Rp40,131,794,939,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Tiga
Puluih Sator Juta Tujuh Ratus Hembilan Puluh Empat Ribu Sembilan
Ratus Tiga Paluh Hembilan raplal),

(1) Hasil pengelolaan kelkayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
(Himalesud pada ayat (1) hurul ¢ sebesar Rp/7 635 .881,071,00 (Tujuh
Milyar IKnam Ratus Tiga Paluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Hato Ribo Tojuh Paluh Sata rapiah),

(M) Lain-lain pendapatan asll daerah yang sah sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) horal d sebesar Rp209,.305,6H88,313,00 (Dua Ratus
Hembilan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Helas rupiah),

Pasal 4

(1) Pendapatan transter sebagatmana dimalsud dalam Pasal 2 huarual
hy pebesar Rpl, 843 344 2H81,345,00 (Satu Triliun Delapan Ratus
inpal Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Pualubh Empat Juta
D Watus Delapan Paluh Hatu Riba Tiga Ratus Kmpat Paluh
e ruiplahy) vang tevdirt atas
a, Pendapatan transler pemerintah pusal) dan/atau

b, Pendapatan transler antar daerah,




(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat huruf a sebesar Rp1.621.810.204.000,00 (Satu Triliun
Enam Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta
Dua Ratus Empat Ribu rupiah).

) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebesar Rp221.534.077.345,00 (Dua Ratus Dua Puluh
Sat.u Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima rupiah).

Pasal 5

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp1.404.000.000,00 (Satu Milyar

Empat RatusEmpat Juta rupiah) yang terdiri atas :
a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan/atau

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
. perundang undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sebesar Rp1.404.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Juta
rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
' RpO0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebesar RpO0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024
sebesar Rp2.644.999.136.008,00 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh
Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Seratus Tiga Puluh Enam RibuDelapan rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan/atau

d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a sebesar Rp2.055.787.985.062,00 ( Dua Triliun Lima Puluh
Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua rupiah) yang terdiri atas :
a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;




(2)

e. Belanja hibah; dan/atau

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp1.029.020.142.430,00 (Satu Triliun Dua Puluh
Sembilan Milyar Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu

Empat Ratus Tiga Puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp914.849.914.363,00 (Sembilan Ratus Empat
Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga
rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
sebesar Rp109.562.928.269,00 (Seratus Sembilan Milyar Lima
Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan
Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f sebesar Rp2.355.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh
Lima Juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b sebesar Rp200.473.857.227,00 (Dua Ratus Milyar Empat
Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh
Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan/atau

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp1.896.200.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp88.778.297.290,00 (Delapan Puluh
Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh
rupiah).




(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ sebesar Rp50.728.802.520,00 (Lima Puluh
Mollyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua
Ribu Lima Ratus Dua Puluh rupiah).

() Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d sebesar Rp56.395.057.417,00 (Lima Puluh
Engm Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh
Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).huruf e sebesar Rp2.675.500.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus
Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf ¢ sebesar Rp40.067.981.161,00 (Empat Puluh Milyar Enam
Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus
Enam Puluh Satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d sebesar Rp348.669.312.558,00 (Tiga Ratus Empat Puluh
Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga
Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan rupiah)

yang terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil; dan/atau

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp44.927.822.558,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan
Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu

Lima Ratus Lima Puluh Delapan rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp303.741.490.000,00 (Tiga Ratus Tiga Milyar
Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh

Ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar
Rp43.292.253.127,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan
Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh

Tujuh rupiah) yang terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan; dan/atau

b. Pengeluaran pembiayaan.




Pasal 12

(1) Anggaran x
Pasal 11 hlf:&lfegmasn pembilayaan sebagaimana dimaksud dalam
sebesar Rp43.292.253.127,00 (Empat Puluh Tiga

Milyar D .
Pulbl;h Ti;: Rligtus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima
1 Seratus Dua Puluh Tujuh rupiah) yang terdiri

atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggarar tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

C.

e. Penermmaa

f Penerimaall pembiayaan lainnya sesual
peraturanl perundang-undangan
(2) Sisa lebih perhltungan anggararn tahun anggaran sebelugler;};?
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sse vt
Rp43.292 253.127,00 (Empat puluh Tiga Milyar Dua Ratus empul .
‘ 4 Dua Ratus Lima puluh Tiga Ribu Seratus Dua u
uruf

(3) pPencairan s
ol rupl %

Hasil 6n_?po,(zlo . . g dipisahkan .seba

4 asil P

" ada ay

(5) Pen€ '




(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) hurut
b sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah).

(4) Pf‘?mba}’aran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya  (defisit) sebesar
(Rp38.292.253.127,00) (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus
Dua Puluh Tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembilayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38.292.253.127,00
(Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta
Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh

rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah 1ini, yang pelaksanaannya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
b. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yanganggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;dan/atau

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan.




Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum
tergantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.,

Lampiran 1

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Belanja Untuk Pemenuhan

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas
dengan Program Prioritas Daerah;

Nasional

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lainnya;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran yang direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;
dan

Daftar Pinjaman Daerah.




Pasal 17

Pf:njabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 November 2023

l/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKART
KETUA,
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AAHMAD SANUSI
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